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ABSTRAK 
 
 
Abdul Fitri Sumaga, S.311005001: Implementasi Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang 
Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo 
Tesis: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, untuk mengetahui peran 
Inspektorat Kota Gorontalo, dan mengetahui kendala-kendala dalam pengawasan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Gorontalo. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor. 4 Tahun 2002 
Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo, 
bagaimanakah peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah, 
dan apakah kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Kota Gorontalo. 
 
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif-empiris, artinya 
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, 
dan menyeluruh mengenai implementasi pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, peran Inspektorat Kabupaten, dan kendala-kendala dalam 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah dilakukan pedoman 
pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002, hanya saja belum dilakukan secara 
utuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya tahapan penyelenggaraan pengawasan 
yang belum disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Sedangkan kendala-
kendala pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi kendala 
teknis, dan kendala non teknis seperti “political will”. Kendala teknis berupa 
keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran pengawasan, dan sarana 
kerja pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 
terselenggara dengan optimal, maka memerlukan. Pertama, aturan hukum 
pengawasan terpadu yang diatur dalam suatu undang-undang. Kedua, komitmen 
dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah. Ketiga, ketersediaan Sumber 
Daya Manusia (skill) Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran 
pengawasan, dan sarana kerja pengawasan. 
 
 
Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Pemerintahan yang baik. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Abdul Fitri Sumaga, S.311005001: Monitoring Implementation of regional 
Government number 4 of 2002 on Regional Government Oversight Operator 
Gorontalo. 
Thesis: Post Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
The study aims to describe the implementation of Local Government 
Supervision Nomber. 4 of 2002 on Control of Local Government of Gorontalo, to 
determine the role of the Inspectorate of Gorontalo city, and knowing the 
constraints under surveillance for the regional administration in the city of 
Gorontalo. 
 
The problem in this research is how to Monitoring Implementation of 
Regional government number. 4 of 2002 on Regional Government Oversight 
Operator Gorontalo city, how the role of the Inspectorate in monitoring 
governance, and whether barriers to control the regional administration in 
Gorontalo city. 
The purpose of this study was to describe the Monitoring Implementation 
of Regional government number. 4 of 2002 on Regional Government Oversight 
Operator Gorontalo city, to determine the role of the Inspectorate of Gorontalo 
city, and knowing the constraints under surveillance for the regional 
administration in the city of Gorontalo. 
Specifications in this research is descriptive-empirical, means that research 
is expected to provide a detailed description, systematic, and thorough supervision 
on the implementation of the regional administration, the role of District 
Inspectorate, and constraints in monitoring the regional administration. 
The results form this study is the Monitoring Implementation of Regional 
government number. 4 of 2002 on Regional Government Oversight Operator 
Gorontalo city has guidelines for the Regional Regulation Number. 4 of 2002, it's 
just not done in their entirety. This is evident from the many stages of the 
implementation of oversight that has not been prepared and implemented 
according to regulations. While constraints include the supervision of the regional 
administration of technical constraints, and non-technical constraints such as the 
"political will". Technical obstacles such as limitations of the Human Resources, 
budget supervision, and means to supervise. Supervision of regional governance 
can be implemented in an optimal, then it requires. First, the rule of law, 
integrated monitoring stipulated in a law. Second, the commitment of the local 
government authority. Third, the availability of human resources (skills) of the 
Official Government, an increase in budget oversight, and monitoring work 
facilities. 
 
Keywords : Implementation, Monitoring, Good governance. 
 
